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PERATURAN DAERAH KAB. LUWU TIMUR NO. 41 TAHUN 2019

TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Menimhung

8 Mengingat :

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PERATURAN DAERAH KADUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 47 TAHUN 2011
TENTANG

FENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TINMUR,

. bahwa seiring dengan laju pembangunan Kabupsten

Lawua Timuar terdapat adanya kecenderungan
masyarakat untuk memanfaatican Ruang Terbuka
Hijou untuk berbagal kepeotingan dengan fungsi lain;

. bahwa dalam rangxa mewujudkan pembangunan yang

berwawassn  lngkungan guna mendingkatkan  mutu
kehidupan bagi generusi schkarang dan gencrasi yang
alcan dalang diperiulan adanya kebijalkan Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur menyangkutl Ferencanaan,
Pelakcsanaan, Pengendalian, dan Pengawasan terhadap
Ruang Terbuka Hijau;

. bahwa tanggung jawab  terhadap  kelestarian

Engkungan hidup merupakan anggung jawsh berssams
antars Pemeriniab Daeral dan masyaralket;

bahwa  berdassckan  pertimbangan sclogaimuns
dimaksued dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Deerah tenung Pengelolaan
Ruang Terbuka Hyau;

. Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undamg-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana |Lembar Negara Republix  Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomoe 3209);

. Undang-Undang Nomar 5 Tahun 1990  tentang

Konservasl Sumber Daya  Alan Haysti dan
Elosistemnya [(Lembaran Negara Republik Indonesis
Tahun 15990 Nomor %9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesas Nomoer 3419);

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negaras Republik  Indoneses
Tanhun 1%99 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negars
Rrepublik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah

r
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO 2 TAHUN 2019
TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN PERUSAHAAN
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KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 200/D-10/V/ITAHUN 2022
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TERBUKA HIJAU DENGAN PARTISIPASI DUNIA USAHA CORPORATE

SOCIAL RESPONSIBILITY
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